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ABSTRAKSI

Diskursus civil society marak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi
perubahan kondisi sosial politik yang disponsori oleh gerakan besar Reformasi.
Seiring dengan proses perubahan ini, tercetus sebuah ide membentuk masyarakat
madani dalam perspektif ke-Indonesia-an. Istilah Masyarakat Madani kemudian
menjadi sebuah paradigma alternatif untuk mewujudkan cita-cita negara demokratis,
berkeadilan, dan mengayomi sendi-sendi kemanusiaan.

Di kalangan publik, civil society diinterpretasi dan diadaptasi dalam berbagai
kosakata, di antaranya masyarakat kewargaan, masyarakat utama, masyarakat sipil,
dan masyarakat madani. Dan di antara berbagai terminologi tersebut, terdapat dua
kecenderungan besar dalam wacana civil society, yakni “Masyarakat Sipil” yang
disintesakan dari pemikiran filsafat sosial Barat dan “Masyarakat Madani” yang
diderivasikan dari pemikiran sosial politik Islam. Dalam konteks dua kecenderungan
ini, pencarian konsep, rekonstruksi sejarah, relevansi pemikiran serta perjuangan civil
society kemudian menemukan satu titik signifikansi sekaligus menjadi sesuatu yang
menarik untuk diteliti dan dikaji. Maksud penelitian ini semata-mata difokuskan pada
upaya membedah pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai masyarakat sipil dan
pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani dengan merunut kembali
akar historis yang dijadikan oleh keduanya sebagai referensi. Dan mengingat konsep
civil society bukanlah sebuah proses yang final atau sudah jadi, maka untuk
memahaminya secara komprehensif haruslah dianalisis dengan menggunakan
pendekatan arkeologis. Pendekatan arkeologis dimaksudkan untuk menelaah kembali
formulasi civil society dan melacak kembali akar pemikiran yang menjadi rujukan
Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid dalam mengkonseptualisasikan visi
masyarakat sipil dan masyarakat madani.

Melalui pendekatan arkeologis, dapat diungkapkan kemudian bahwa gagasan
Abdurrahman Wahid mengenai masyarakat sipil sesungguhnya memiliki kemiripan
dengan pemikiran Gramscian-Tocquevillan yang menekankan pada kemandirian
masyarakat dalam hubungannya dengan negara dengan melakukan counter culture
terhadap ideologi, pemikiran maupun paham keagamaan yang kontra produktif
dengan demokratisasi dan civil society. Pandangan Abdurrahman Wahid seperti ini
sangatlah berbeda dengan pandangan Nurcholish Madjid dalam menggagas
masyarakat madani yang meskipun bernuansa Hegelian namun sebenarnya lebih
berorientasi pada penciptaan kelas menengah sebagai basis pemberdayaannya.
Bahkan dalam beberapa hal, pandangan Nurcholish Madjid mengenai masyarakat
madani ternyata tidak cukup arif terhadap masyarakat tradisional, etnik dan budaya
lokal, karena lebih bernuansa keislaman dan kemodernan. Dan disamping bias kelas,
pandangan Nurcholish Madjid juga lebih mementingkan agenda Islam daripada
agenda nasional karena diarahkan pada upaya menempatkan masyarakat madani
sebagai proyeksi sekaligus ekspektasi sebuah konfigurasi masyarakat yang Islami.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987
dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

g‘::l:f Na'_mab Huruf Latin i e Nama
| alif dilalfg:nkgkan Tidak dilambangkan
- ba’ B be
< ta’ T te
& sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
c h H ha (del:)r;%va:ht)ltlk di
c kha’ Kh ka dan ha
> dal D de
> zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R er
J zai z zet
e sin S es
> syin sy es dan ye
e sad S es (de;;lagwa:;)itik di
" dad d de (d?;%va:ht)iﬁk di
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b ta’ ¢ te (desag;n algtik di
5 28’ z zet (d;rfwa;nh ';mk di
¢ ‘ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ gain g ge
) fa’ f ef

S qaf q qi

4 kaf k ka

J lam 1 el

¢ mim m ‘em

o nun n ‘en

9 waw w W

° ha’ h ha

3 hamzah h apostrof

¢ ya’ y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

83Jdne ditulis muta’addidah

e ditulis ’iddah

C. Ta’marbytah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis A

WS ditulis Hikmah

i ditulis Jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan ‘A’

ATV ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢

el 357 ditulis Zakah al-fitr

D. Vokal pendek

...... - fathah ditulis a
..... e kasrah ditulis i
..... - dammah ditulis u
E. Vokal panjang
| Fathah + alif ditulis a
: ial> ditulis Jjahiliyah
) Fathah +ya' mati ditulis 4
: ey ditulis tansa
; Kasrah + ya' mati ditulis i
: & S ditulis karim
) Dammah + wawu mati ditulis i
. PP ditulis furud
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F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati

1 ditulis ai

; g._‘ ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au

2. b ditulis qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(":SW Ditulis a’‘antum
ooasd Ditulis w'iddat
£ JELC Ditulis la’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol &l Ditulis al-Qur’an
k) ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el ) nya.

S ditulis as-Sama’
A ditulis asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

L2 e A 6 ditulis Zawi al-furid
i ol ditulis ABl as-Sunnah




Motto:

“Berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa,
bukan berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa”.
(Abdurrahman Wahid)

“Jangan percayakan nasib bangsa pada niat baik satu dua orang pemimpin. Percayakan
nasib bangsa pada sistem politik yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan”.
(Nurcholish Madjid )
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Eksistensi dan kontribusi para pejuang sosial baru bisa diperhitungkan bila telah
memenuhi tiga persyaratan; memiliki kapasitas keilmuan, menguasai managemen publik
atau politik kemasyarakatan dan mempunyai kapabilitas kearifan.

(Syaikh Abdul Qodir Al Jailani)

Kudedikasikan karya ilmiah ini sebagai tanda kekagumanku kepada sang progessor,
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kompeten dalam pemikiran sekaligus gerakan pembentukan tatanan masyarakat sipil



yang sejahtera, demokratis berkeadilan dan berkeadaban. Pilihan topik ini dimaksudkan
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keruntuhan rezim otoriter Orde Baru menimbulkan perubahan-perubahan
tatanan sosial kemasyarakatan, tidak terkecuali sektor kehidupan berbangsa dan
bernegara baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan pola
keberagamaan. Yang sangat krusial di sini menyangkut persoalan nasionalisme,
disintegrasi dan state nation yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
sosial, hukum dan kemanusiaan.

Dinamika internal sosio-politik di Indonesia selama tiga dekade terakhir di era
Orde Baru dianggap telah gagal membawa perubahan subtansial dalam memperkuat
partisipasi politik rakyat sebagai prasarat demokrasi. Gagalnya pemerintahan Orde
Baru mengisyaratkan sebentuk ketidakmampuan dalam mewujudkan cita-cita
pembentukan sebuah modern nation state di Indonesia. Jatuhnya rezim Orde Baru
oleh massa rakyat yang tergabung dalam gerakan reformasi telah membawa
optimisme tersendiri bagi masa depan demokratisasi di Indonesia. Gerakan reformasi
menjadi tonggak sejarah bagi berahkirnya praktek-praktek dominasi, depolitisasi,
hegemoni, kooptasi dan penetrasi yang dikembangkan rezim Orde Baru. Dalam
konteks saat ini, negara kemudian tidak lagi menjadi representasi dari kekuasaan
rezim yang represif dan otoriter, tetapi lebih merupakan sebuah ruang perebutan
kepentingan. Negara saat ini harus lebih akomodatif terhadap masuknya berbagai

kepentingan. Terbukanya ruang publik yang bebas ini memungkinkan munculnya



kembali aliran-aliran dan partai-partai politik yang berbasis ideologi, baik
nasionalisme maupun religius. Kehadiran mereka bisa dimaknai positif sejauh
mendorong laju demokratisasi dan mampu menjadi lahan persemaian bagi asosiasi-
asosiasi atau organisasi-organisasi yang berbasis civil society.!

Umat Islam sebagai komunitas agama dan Indonesia sebagai negara
merupakan dua entitas yang berbeda. Umat Islam secara kolektif atau individu
memiliki sistem bertindak dan sistem hubungan sosial yang dibangun di atas central
value system yang tersusun dalam ajaran syari’ah. Dari tata hubungan ini, maka
terbentuklah sebuah “komunitas Islam”, atau “masyarakat Islam”.

Di sisi lain, Indonesia sebagai sebuah negara menempatkan masyarakat Islam
sebagai warga yang menghendaki adanya sebuah sistem dan tata hubungan sosial
kewarganegaraan. Pengertian dan posisi ummah yang tumpang tindih ini pada
gilirannya akan menimbulkan konflik structure of significance dari keduanya. Bahkan
tak jarang di antara gerakan dan perjuangan umat untuk mewujudkan civil society,
agama dijadikan legitimasi untuk memenuhi kepentingan idealisme dan ambisi
politik golongan dengan bahasa yang tidak arif dan toleran, yang mencerminkan
eksklusivisme dan konservatisme golongan dengan dalih reformasi dan perubahan.

Dalam situasi seperti inilah setiap upaya pemberdayaan civil society akan
dihadapkan pada tantangan kultural dan struktural sekaligus, yakni pada bagaimana
mengarahkan kekuatan-kekuatan Islam pada suatu kondisi yang memperkuat basis

kultural dan struktural bagi lahimya civil society.

! Sufyanto, Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish
Madjid, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 1.



Diskursus mengenai civil society sebenarnya baru belakangan populer di
Indonesia. Kemunculannya terkait erat dengan fenomena mutakhir mengenai kondisi
sosial politik global dan meluasnya proses demokratisasi di seluruh dunia pada
sekitar dasawarsa 1980-an, serta dinamika internal politik Indonesia. Fenomena itu
berawal dari bangkitnya nasionalisme di Eropa timur dan Eropa tengah yang
menandai tumbangnya rezim-rezim totalitarian yang kemudian sisusul oleh arus
demokratisasi di berbagai kawasan, mulai Amerika latin, tengah dan dan Asia.
Wacana civil society kembali marak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi
perubahan kondisi sosial politik yang disponsori oleh gerakan besar Reformasi.
Seiring dengan proses perubahan ini, maka tercetuslah sebuah ide membentuk
Masyarakat Madani dalam perspektif ke-Indonesia-an. Istilah Masyarakat Madani
oleh para politikus dijadikan sebagai sebuah paradigma alternatif untuk membentuk
negara yang demokratis, berkeadilan, dan mengayomi sendi-sendi kemanusiaan.

Di kalangan publik, civil society diinterpretasi dan diadaptasi dalam berbagai

kosakata, di antaranya adalah masyarakat kewargaan,” masyarakat utama,’

2 Istilah ini pernah diangkat dan digunakan dalam Seminar Nasional XII AIPI (Asosiasi Ilmu
Politik Indonesia) dengan tema “Dimensi Kepemimpinan dalam masyarakat Kewargaan: Menuju
Abad XXI”, di Kupang NTT, 24-26 Januari 1995. Artikel yang berkaitan dengan masyarakat
kewargaan adalah tulisan M. Ryaas Rasyid “Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan” dan
Riswanda Imawan “Rekruitmen Kepemimpinan dalam Masyarakat Kewargaan dalam Politik
Malaysia”. Keempat artikel tersebut dimuat dalam Jurnal llmu Politik, No.17 Tahun 1997.

3 M. DawamRahardjo, “Etos Masyarakat Utama”, dalam Intelektual, Intelgensia dan
Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim, cet. Il (Bandung: Mizan, 1996),
him. 443-455. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Masyarakat
Utama” yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas
Muhammadiyah Malang 21-22 Desember 1991.



masyarakat sipil,' masyarakat madani,’ dan yang terakhir tetap menggunakan

terminologi civil society,’ tanpa berupaya menterjemahkannya lagi sebagaimana yang

4 Misalnya sebagaimana yang dipakai dalam bukunya Dr. Mansour Fakih, Masyarakat Sipil
Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia (Jogjakarta: Pustaka
Pelajar, 1996). Sebelumnya, istilah “masyarakat sipil” juga dipakai untuk terjemahan karya Ernest
Gelllner, Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals (London: Penguin Group, 1994) dengan
judul Membangun Masyarakat Sipil: Prasarat Menuju Kebebasan (Bandung: Mizan, 1995). Kata
pengantar yang bagus terhadap buku tersebut ditulis oleh Aswab Mahasin dengan judul "Masyarakat
Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukaddimah”. Dari tulisan inilah Aswab Mahasin kemudian
tercatat sebagai cendekiawan Muslim dari kalangan modernis yang turut serta mempopulerkan istilah
masyarakat sipil, melebihi para cendekiawan Muslim modernis lainnya.

5 Istilah ini sering digunakan oleh kalangan intelektual Islam modernis, seperti Nurcholish
Madjid, M. Dawam Raharjo, Amien Rais dan Azynmardi Azra. Kalangan intetektual Islam modernis
menilai bahwa pilihan etimologis istilah "masyarakat madani" sebagai terjemahan dari
kosakata civil society sesungguhnya lebih tepat, mengingat penggunaan istilah civil society
dianggap kebarat-baratan dan tidak memiliki akar sejarah dalam tradisi Islam. kalangan
Muslim modernis lebih cenderung melihat civil society sebagai konsep sosial yang berasal dari
ideologi sekular dan jauh dari nuansa spiritual. Implikasinya, istilah masyarakat madani yang
diperkenalkan Muslim modernis kemudian diasumsikan bukan sebagai terjemahan dari civil
society. Sesungguhnya terdapat sebentuk perbedaan ideologis antara civil society dan masyarakat
madani, sebab masyarakat madani memiliki landasan spiritual dan religius karena kembali ke
teks-teks agama. Sementara landasan spiritual dan religius ini tidak ditemukan dalam konteks
wacana civil society. Persoalannya kemudian adalah mengapa secara konseptual teoretis
kalangan Muslim modernis lebih menyukai istilah "masyarakat madani"? Bahwa rumusan
masyarakat madani sesungguhnya mengandaikan terjadinya kemitraan antara negara dan
masyarakat. Konsekuensinya, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk
menciptakan sistem politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Berbeda dengan konsep
masyarakat sipil yang sarat dengan nuansa kritik dan bahkan oposisi terhadap negara, masyarakat
madani relatif lebih bersikap akomodatif bahkan menjadi mitra negara, karena negara dalam struktur
bangunan masyarakat madani dipandang sebagai salah satu aktor penting untuk membangun suasana
demokratis. Rumusan masyarakat madani seperti inilah yang dipandang tepat oleh kalangan Muslim
modernis untuk dikembangkan, mengingat posisi Muslim modernis sendiri yang saat itu menjadi
bagian dari sistem atau pemegang kekuasaan di negeri ini. Di luar itu, rumusan masyarakat madani
yang diajukan oleh Nurcholish Madjid harus diberi perhatian secara lebih luas. Karena melalui rumusan
Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society akhirnya dapat
diterima banyak kalangan di Indonesia. Bahkan, rumusan Nurcholish inilah yang menandai titik
akhir dari berbagai usaha merumuskan visi tentang civil society di Indonesia. Dawam Rahardjo,
“Masyarakat Madani di Indonesia”, Paramadina, Vol. 1, No. 2, 1999, hlm. 7-12.

¢ Misalnya AS. Hikam yang konsisten menggunakan istilah civil society, dalam kedua
bukunya; Demokrasi dan Civil society (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996) dan Islam, Demokratisasi dan
Pemberdayaan civil society,(Jakarta: Erlangga, 2000). Dalam kedua karyanya, Hikam telah
menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai civil society. Hikam memaparkan bahwa dengan
tidak menerjemahkan dari terminologi aslinya, civil society yang merupakan wacana warisan dari
Barat, akan lebih mendekati subtansinya. Beragam pengistilahan terhadap civil society pada
hakekatnya secara subtansi bermuara pada perlunya penguatan masyarakat dalam sebuah lingkup
kekuasaan negara untuk mengimbangi sekaigus mengontrol kebijakan negara (pemerintah) yang
cenderung memposisikan warga negara sebagai obyek yang lemah.



tetap digunakan dalam penelitian ini. Di antara berbagai terminologi tersebut, dapat
ditemukan dua kecenderungan pemikiran dalam wacana civil society di Indonesia,
yakni “Masyarakat Sipil” yang disintesakan dari pemikiran filsafat sosial Barat dan
“Masyarakat Madani” yang diderivasikan dari pemikiran sosial politik Islam.

Konsep “masyarakat sipil” yang dilansir oleh kaum tradisionalis merupakan
konsep sosial yang mengandaikan adanya ruang publik yang bebas dari intervensi
negara sehingga masyarakat memiliki kekuatan resistensif terhadap negara yang
hegemonik. Konsep masyarakat sipil dimaknai sebagai kekuatan masyarakat vis-vis
negara (pemerintahan), tanpa berpretensi mengaitkannya dengan nilai-nilai, basis,
tradisi dan cita-cita Islam. Masyarakat sipil kemudian dipahami sebagai upaya
penguatan masyarakat melampaui sekat sektarianisme dan primordialisme. Jadi,
konsep masyarakat sipil sangat menggarisbawahi masyarakat sebagai lawan negara,
karena pada awalnya ia dibangun di atas pengalaman negara yang menindas rakyat.

Adapun pandangan Abdurrahman Wahid mengenai masyarakat sipil merujuk
pada konmsepsi civil society yang menitikberatkan pada kemandirian masyarakat.
Menurutnya, kelompok atau gerakan manapun bisa disebut sebagai gerakan civil
society selama orientasi pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan posisi

masyarakat dalam kehidupan bernegara.” Penggunaan terminologi “masyarakat sipil”

7 Abdurrahman Wahid juga memaparkan bahwa sejarah Islam Indonesia sesungguhnya telah
memiliki akar kuat bagi pembentukan civil society meskipun fungsi sosialnya belum tampak secara
maksimal. Sejarah membuktikan bahwa gerakan Islam masih banyak yang bersikap oportunistik,
bergantung pada pemerintah, dan kurang mempunyai sikap ideologi yang jelas. Hal ini tampak dari
lemahnya visi transformatifnya. Akan tetapi Realitas mutakhir menunjukkan maraknya gerakan
Islam yang diwakili ormas-ormas keagamaan dalam melaksanakan pemberdayaan civil society dalam
kerangka memerankan fungsi agama sebagai instrumen transformasi sosial, meskipun sebagian besar
dari mereka tampaknya masih belum memiliki wawasan transformatif yang memadai akibat
orientasi pergerakan yang tidak mengarah pada kepentingan masyarakat. Abdurrahman Wahid,
“Islam dan Pemberdayaan Civil Society: Pengalaman Indonesia”, Halgoh, Edisi No. 6/1998, him, 22.



untuk konsep civil society memiliki makna khusus bagi Abdurrahman Wahid sejalan
dengan pengalaman dan perjuangannya dalam konstelasi politik Orde Baru.
Pemberian makna seperti ini dikaitkan dengan usaha merumuskan identitas dan visi
sosial Abdurrahman Wahid tentang gerakan sosial dalam rangka berhadapan dengan
kuatnya hegemoni negara.® Karir dan pengalaman politiknya yang tidak mulus dan
mengenakkan, menjadi alasan yang kuat untuk mengembangkan agenda masyarakat
sipil. Pengalaman yang tidak mengenakkan tersebut sebagian besar berkaitan dengan
sikap pemerintah Orde Baru yang kurang memberi tempat dan kesempatan
kepadanya dan NU yang dipimpinnya dalam proses-proses politik.” Dengan
menyadari posisi seperti ini, Abdurrahman Wahid kemudian bertekad untuk

mengambil peran di luar orbit kekuasaan. Hal ini dilakukan Abdurrahman Wahid

% Sebagai sesuatu yang bermakna, konsep masyarakat sipil tentu dijadikan Abdurrahman
Wahid sebagai guideline petjuangannya. Selama pemerintahan Orde Baru, ia tidak mendapatkan
kesempatan dan peran yang signifikan dalam tata penyelenggaraan negara. Bahkan gerak dan karir
politiknya selalu dipinggirkan, dan hak-hak sosial politiknya juga dirampas oleh pemerintah,
sehingga praktis ia kehilangan peran sosial politiknya untuk ikut serta menempati posisi strategis di
institusi pemerintahan (birokrasi). Dalam suasana yang demikian inilah, maka ia memerlukan sebuah
paradigma perlawanann terhadap negara. Sementara konsep yang menawarkan perlawanan terhadap
negara yang tersedia adalah paradigma masyarakat sipil. Maka untuk mengartikulasikan
perlawanannya, ia kemudian menggunakan perspektif masyarakat sipil. Karenanya, sangat wajar bila
proses pemahaman terhadap wacana masyarakat sipil yang dikembangkannya kemudian berbeda jauh
dengan apa yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid. Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk, Islam
dan Civil society; Pandangan Muslim Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 147-149.

° Dalam kondisi yang tidak mengenakkan tersebut, wacana civil society kemudian menjadi
dipahami sebagai masyarakat non-negara dan selalu tampil berhadapan dengan negara. Dalam
kondisi dimana negara (Orde Baru) begitu kuat sementara masyarakat begitu lemah, maka wacana
civil society kemudian menemukan momentumnya yang begitu kuat. Munculnya gerakan sosial baru
sebagai pilar civil society merupakan salah satu bukti kuatnya momentum tersebut. Kebangkitan
wacana civil society dalam komunitas Abdurrahman Wahid sendiri pada dasamya diawali dengan
momentum kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984. Kembali ke Khittah bukan semata-mata
diartikan sebagai upaya meninggalkan kehidupan politik, tetapi lebih sebagai perubahan orientasi
gerakan politik. Strategi politik yang demikian pada akhirnya menempatkan Abdurrahman Wahid
dalam posisi yang tidak mengenakkan karena selalu "berhadapan” dengan pemerintah. Sebagai
implikasinya Abdurrahman Wahid bersama NU-nya kemudian menjadi semakin terpinggir dari pusat
kekuasaan. Akan tetapi, justru karena keterpiggiran itu, peran Abdurrahman Wahid melalui NU
sebagai embrio tumbuhnya civil society di Indonesia kemudian menjadi semakin mantap. Ellyasa
KH. Darwis (ed.), Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil (Jogjakarta: Lkis, 1994), him. xii



dengan cara memposisikan dirinya sebagai motor pergerakan sosial yang berfungsi
melakukan kontrol sosial terhadap negara. Dengan semangat seperti ini, penggunaan
istilah “masyarakat sipil” bagi Abdurrahman Wahid merupakan wujud dari artikulasi
politiknya yang berusaha memposisikan diri otonom dari negara, sekaligus sebagai
counter hegemony terhadap besarnya dominasi negara.

Adapun pemikiran “masyarakat madani” yang diusung oleh kalangan
modernis sesungguhnya merupakan satu upaya untuk menterjemahkan civil society
sebagai kekuatan masyarakat dalam konteks nilai, tradisi dan budaya Islam, dengan
merekonstruksi sejarah sosial masyarakat Madinah pada masa Nabi. Dalam konteks
ini, masyarakat Madinah digambarkan sebagai sebuah potret masyarakat yang
memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak karimah.'” Berbeda dengan konsep
masyarakat sipil, kekuatan masyarakat dalam konsep masyarakat madani tidaklah
dihadapkan pada kekuasaan negara, malainkan saling bekerja sama untuk
mewujudkan nilai-nilai luhur, yakni keadilan, kesejahteraan dan demokrasi.

Pandangan Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani dirumuskan
dengan mengadopsi perilaku umat Salaf al-Shalih dalam rangka membentuk sebuah
negara bangsa yang universal. Nurcholish Madjid kemudian memberikan landasan
normatif dari sejarah Islam klasik dengan menunjukkan kehidupan masyarakat
Madinah pada zaman Nabi sebagai prototype sebuah masyarakat modern yang

berperadaban. Dengan penjelasan ini, maka Nurcholish Madjid telah melakukan

19 Menilik pengalaman sosio-historis Islam, masyarakat madani merupakan representasi dari
masyarakat Madinah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW, yang oleh Robert N. Bellah, sosiolog
agama terkemuka, disebut sebagai sebuah tatanan masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya tergolong
sangat modem, bahkan terlalu modem untuk zamannya. Indikator modernitasnya antara lain tercermin
dari penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai pluralitas, inklusivisme dalam beragama dan
kebebasan individu. Robert N. Bellah, Beyond Belief, (New York: Harper and Row, 1976), him. 150.



sofistikasi konseptual melalui justifikasi historis keagamaan dalam kerangka
merumuskan masyarakat madani. Jadi, yang dimaksud dengan Masyarakat Madani
adalah masyarakat berperadaban sebagaimana yang dibangun Nabi di Madinah,
Yakni masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada
Allah. Tagwa dalam arti semangat ketuhanan, baik semangat rabbaniyyah (QS. Ali
Imran: 79)11 maupun semangat ribbiyah (QS. Ali Imran: 146).'* Menurut Nurcholish
Madjid, inilah habl min al-Allah, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup
manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Jika semangat rabbaniyyah atau ribbiyah
tersebut dihayati secara tulus dan sejati akan memancar dalam semangat
kemanusiaan, yakni semangat insaniyah atau basyariyah, dimensi horizontal hidup
manusia, habl min al-nas yang memancarkan semangat perikemanusiaan dalam
berbagai bentuk interaksi sosial sesama manusia yang berbudi luhur. Dalam konteks
ini, maka jelas sekali bahwa Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berbudi
luhur atau berahklak mulia, mengacu pada pola kehidupan masyarakat berkualitas
dan berperadaban (mutamaddin, civility). 13

Pilihan terminologi “masyarakat madani” merupakan cerminan dari visi sosial
Nurcholish Madjid dalam merumuskan masyarakat ideal yang dicita-citakan. Konsep

masyarakat madani yang dikembangkan Nurcholish Madjid relatif lebih akomodatif

11 QS. Ali Imran: 39. Artinya: “Tidak layak bagi seseorang yang diberi Allah kitab, hikmah
dan kenabian berkata kepada semua orang “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku,
bukan penyembah Allah* melainkan seharusnya berkata “Hendaklah kamu menjadi orang rabbani,
karena kamu selalu mengajarkan dan mempelajari al-Kitab.

12 (3S. Ali Imran: 146. Artinya; Dan banyak Nabi yang berperang bersama para pengikutnya
yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah lantaran bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak
pula mereka merasa lesu lantas menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

3 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi., him. 167.



terhadap negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah Orde Baru. Konsep ini
dirumuskan sebagai tatanan sosial politik yang mengandaikan ‘keterlibatan peran
pemerintah atau negara. Negara dalam konteks ini tidak diposisikan berhadapan
secara diameteral dengan warganya. Negara dalam perspektif masyarakat madani
dipandang sebagai salah satu aktor penting untuk mewujudkan situasi dan kondisi
ketatanegaraan yang demokratis. Nurcholish Madjid memandang negara dalam arti
yang positif, tidak sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang dapat diajak
bersama-sama menumbuhkan masyarakat madani, sehingga demokrasi bisa dibangun
bersama-sama. Nurcholish Madjid kemudian menilai bahwa kerja sama dengan
negara sesungguhnya bisa dipersepsikan sebagai upaya keras untuk merealisasikan
cita-cita masyarakat madani dengan menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang
dan saling melengkapi antara negara dan warganya. Kenyataan ini menunjukkan
posisi Nurcholish Madjid dengan seperangkat sejarah perjuangan aspirasi politik
Islamnya yang jauh dari kesan resistensif terhadap negara, melainkan saling
melengkapi dan memberi dukungan bagi masing-masing kcpentingan.14 Dengan
demikian, Pilihan Nurcholish Madjid atas terminologi “masyarakat madani” dalam
kondisi ruang, waktu serta posisi seperti ini sangatlah bisa dipahami, sekaligus pada
gilirannya akan memberikan warna lain dan memuat pemaknaan yang berbeda
terhadap konsep civil society yang dikembangkan di negeri ini.

Dalam konteks formulasi pemikiran civil society di atas, perbedaan
terminologi tentu saja tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan

transliterasi ataupun konotasi. Perbedaan ini lebih didasarkan atas keterkaitan dengan

4 Sufyanto, Masyarakat Tamaddun.him. 37.
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pengalaman sosial politik dan konfigurasi pemikiran masing-masing. Bahwa konsep
masyarakat madani yang cenderung moderat dan akomodatif—berbeda dengan
konsep masyarakat sipil yang lebih radikal dan progesif—mendorong Abdurrahman
Wahid untuk mensinyalirnya sebagai satu bentuk oportunis. Dua kutub definisi civil
society yang berseberangan ini sangatlah masuk akal, mengingat pengalaman politik
Abdurrahman Wahid yang jauh dari kekuasaan, sementara pengalaman Nurcholish
Madjid justru sangat dekat sekali dengan lingkar kekuasaan. Namun demikian,
meskipun keduanya berbeda dalam memberikan pemaknaan dan menerjemahkan
pemikiran civil society, akan tetapi sesungguhnya pemikiran keduanya sama-sama
mendekati fungsi civil society sebagai prasarat demokratisasi.

Dalam konteks pemikiran civil society, pilihan atas pemikiran Abdurrahman
Wahid dan Nurcholish Madjid sesungguhnya lebih didasarkan pada pertimbangan
bahwa keduanya menempati posisi terdepan dalam pembangunan demokrasi dan
perkembangan pemikiran sosial politik Islam di negeri ini, termasuk perumusan
gagasan penguatan civil society. Karir politik, kiprah sosial serta karya-karya
intelektual keduanya mempunyai peranan besar dalam upaya demokratisasi dan
pemberdayaan civil society. Pilihan atas keduanya juga semata-mata didasarkan atas
alasan bahwa pemikiran-pemikiran keduanya telah banyak melakukan kritik terhadap
status quo, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sehat serta pola
hubungan kekuasaan yang cenderung represif, hegemonik dan dominan. Keduanya
merupakan sosok figur yang sama-sama berangakat dari latar belakang sosial,
intelektual serta gerakan demokrasi dan Islam di Indonesia. Keduanya tumbuh dan

besar dalam rahim umat Islam Indonesia yang dipenuhi oleh ketidakberdayaan dalam
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berinisiatif menghadapi kehadiran Indonesia baru dengan tatapan Islam yang lebih
responsif dan subtantif."’

Secara spesifik, dapat dikemukakan bahwa sosok Abdurrahman Wahid yang
menjadi representasi muslim tradisionalis adalah figur moralis demokrat yang telah
mengalami transformasi pemikiran dari tradisionalisme sampai modernisme Islam.'®
Sementara figur Nurcholish Madjid yang menjédi representasi komunitas muslim
modernis merupakan sosok yang tidak bisa dinafikan dalam realitas pembentukan dan
pematangan wacana pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia.

Dalam konteks dua kecenderungan di atas, pencarian konsep, rekonstruksi
sejarah, relevansi pemikiran serta perjuangan civil society di negeri ini kemudian
menemukan titik signifikansinya. Pada titik ini pula sesungguhnya motivasi
penyususnan karya ini terlahir. Maksud penelitian semata-mata diarahkan pada upaya
membedah pemikiran “masyarakat sipil” Abdurrahman Wahid dan “masyarakat
madani” Nurcholish Madjid dengan merunut kembali akar historis yang

memproduksi kedua konsep mereka. Dan mengingat konsep civil society bukanlah

15 Dan di antara pengaruh sosiologis dari pemikiran keduanya adalah; Pertama,
dalam konteks hubungan antar agama. Pemikiran keduanya yang memuat perhatian utama pada
humanitarianisme, pluralisme, dan demokrasi secara tidak langsung telah menyebabkan pola
pandang yang lebih kompromis dan toleran antarwarga masyarakat. Kedua,dalam konteks
demokratisasi dan pengembangan civil society. Partisipasi aktif keduanya dalam mengkampanyekan
Islam sebagai agama pembebasan yang peduli pada reformasi sosial telah memberikan sumbangan
yang besar dalam proses pemberdayaan civil society. Ketiga, kontribusi pemikiran keduanya
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada kian membaiknya pemahaman umat
Islam terhadap relasi Islam dan negara. Syamsul Bakri dan Mudhofir, Jombang Kairo
Jombang Cicago., hlm. 122-138.

16 Dalam penelitian ini katagori tradisionalis-modernis lebih didasarkan pada afiliasi politik dan
fragmentasi sosial. Hal ini penting mengingat fakta bahwa perkembangan sosial politik Indonesia
masa Orde Baru ditandai dengan proses depolitisasi dan deideologisasi yang sangat intensif, sehingga
katagori tradisionalis-modernis dalam pemikiran dan praktik keagamaan tidak bisa lagi sepenuhnya
digunakan. Untuk itu, dalam penelitian ini, katagori tersebut sepenuhnya lebih didasarkan pada aspek
sosiologis-politik, bukan pada pola keberagamaan. 4
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proses yang final atau sudah jadi. Maka, untuk memahaminya terlebih dahulu harus
dianalisis dengan pendekatan arkeologis.'” Pendekatan arkeologis dimaksudkan untuk
menelaah kembali formulasi civil society dan melacak kembali akar pemikiran yang
menjadi rujukan Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid dalam merumuskan
visi masyarakat sipil dan masyarakat madani. Dalam konteks saat ini, pendekatan
arkeologis dapat dipahami sebagai upaya menghidupkan kembali ruh pemikiran civil
society di era reformasi yang diasumsikan sebagai era eksperimentasi demokrasi.
Berbagai kajian pemikiran sosial politik Islam di Indonesia memang telah
banyak memperbincangkan teori sosial dan konsep-konsep politik modern yang erat
kaitannya dengan civil society, seperti kajian mengenai demokrasi, hubungan negara
dengan masyarakat, maupun civil society itu sendiri. Namun demikian, di antara
kajian yang ada yang berkenaan dengan wacana civil society selama ini tampaknya
lebih bersifat teoretis dan banyak sekali kekurangan data empirik dan praktik
historisitasnya, sehingga masih membuka banyak kemungkinan untuk melakukan
kajian yang secara khusus membahas gagasan dan pemikiran sosial politik Islam
yang mendorong tranformasi ke arah civil society. Maka, dalam kerangka kajian ini,
yang perlu di fokuskan kemudian adalah persoalan transformasi nilai, prinsip-prinsip
serta elemen-elemen yang menjadi komponen inti dari konfigurasi civil society, di

antaranya adalah pluralisme, inklusifisme, humanisme, dan eglitarianisme.

17 Secara terminologi, Arkeologi berarti penyelidikan terhadap benda-benda purbakala
dengan menelaah sisa-sisa peninggalannya. Arkeologi pemikiran berbeda dengan sejarah ide karena
yang pertama bersifat sistemik dan menitikberatkan analisisnya pada proses terbentukunya ide-ide,
pengetahuan atau pemikiran, sementara yang kedua lebih identik dengan “sejarah opini” yang
bersifat individual. Dahlan Al Barry, Kamus Bahasa Indonesia (Jogjakarta: Arkola, 1994), him. 39.
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B. Pokok Masalah

Berdasarkan narasi latar belakang di atas, maka perlu kiranya memberi batasan
pada subtansi permasalahan supaya fokus penelitian tidak menjadi meluas dan
memanjang. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sesungguhnya paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid dan
Nurcholish Madjid berkenaan dengan formulasi civil society ?

2. Sejauh mana signifikansi, transformasi dan implikasi gagasan civil society
dalam kerangka praktis kehidupan sosial politik dinegeri ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sekaligus menafsiran pemikiran Abdurrahman Wahid dan
Nurcholish Madjid mengenai civil society sebagai landasan teoretis bagi upaya
pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara?

2. Mengeksplorasi setiap upaya transformasi, tingkat signifikansi serta implikasi
pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid mengenai civil society?

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, yakni:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sosiologi dan politik Islam,
dalam kerangka mengantisipasi berbagai problemkebangsaan kontemporer.

2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup berbangsa dan
bernegara terutama karena kontribusi pemikiran ini berpretensi untuk mencari

format dan konfigurasi pemikiran sosial politik Islam.
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D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah kajian yang berusaha mengupas wacana civil sociefy dalam
pemikiran seorang tokoh, maka kiranya perlu data pendukung yang relatif memadai
dari berbagai kajian dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan
tema penelitian ini. Ada baiknya literatur yang mempunyai keterkaitan dengan
wacana sosial politik Islam akan tetap menjadi rujukan penelitian ini. Di antaranya
adalah karya Ahmad Baso Civil Society Versus Masyarakat Madani : Arkeologi
Pemikiran “Civil society” dalam Islam Indonesia, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).
Buku ini memetakan respon cendekiawan muslim terhadap wacana civil society di
Indonesia. Titik relevansi buku ini terletak pada perangkat analis yang digunakannya,
yakni arkeologi pemikiran yang dalam pembacaan penulisnya tidak diandaikan
sebagai upaya menelaah kembali atan menelusuri akar pemikiran namun lebih
ekstrem lagi, sebagai upaya dekonstruksi.

Hendro prasetyo, Ali Munhanif, dkk dalam buku Islam dan Civil society:
Pandangan Muslim Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2002) mencoba mendeskripsikan
alasan-alasan dibalik pemaknaan civil society oleh kelompok Muslim tradisionalis
dan modernis, dengan tanpa berpretensi untuk memihak, memberikan opini atau
bahkan menjustifikasi. Sisi relevansi dari buku ini terletak pada kajian mengenai
upaya kaum cendekiawan muslim dalam memperjuangkan aspirasi dan cita-cita
Islam, dengan merumuskan kembali agenda penguatan civil society sebagai basis
menuju idealitas kehidupan bernegara yang demokratis.

Muhammad A.S. Hikam dalam buku Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan

Civil Society (Jakarta: Erlangga, 2000) berusaha memaparkan lebih jauh mengenai
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esensi dan prasarat bagi terwujudnya civil society. Yang menjadi titik relevansi dari
buku ini adalah aspek analisis pemetaan seluruh proses pemberdayaan civil society di
Indonesia dengan tetap mengacu pada sejarah konseptualnya.

Sufyanto dalam skripsinya, Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis
Masyarakat Madani Nurcholish Madjid (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001) berusaha
memotret secara jeli pemikiran Nurcholish Madjid tentang “Masyarakat Madani”.
Pembahasannya menggunakan pendekatan hermeneutik sosial, dengan menganalisis
metodologi pemaknaan terhadap suatu konsep atau pemikiran. Titik relevansi dari
buku ini adalah pemaparannya mengenai konsep “masyarakat madani” yang dikaji
secara terperinci mulai dari prinsip sampai akar historis masyarakat madani.

Nurcholish Madjid dalam buku Masyarakat Religius (Jakarta: Paramadina,
1997) mencoba menguraikan konsep kemasyarakatan dalam perspektif Islam.
Pembasannya ditckankan pada penanaman religiusitas masyarakat. Sisi relevansi dari
buku ini terletak pada uraian mengenai prasarat mewujudkan masyarakat madani.

Buku Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil (Jogjakarta: LkiS, 1994) merupakan
ontdlogi tulisan mengenai upaya menguatkan basis massa civil society yang
dilakukan Abdurrahman Wahid dalam konteks penyelenggaraan negara yang
hegemonik. Relevansi dari buku ini terletak pada pemaparan mengenai sepak terjang
Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan posisi dan daya tawar civil society.

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan pembahasan buku-buku diatas.
Dalam penelitian ini, fokus pembahasan lebih diarahkan pada visi dan paradigma
pemikiran sosial politik Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang berkenaan

dengan wacana civil society baik dalam dataran teori maupun implementasi.
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E. KerangkaTeoretik

Sebagai sebuah konsep, civil society lahir dari proses sejarah dan peradaban
masyarakat Barat. Di tempat asalnya, Eropa Barat, konsep ini sudah lama tidak
banyak dibicarakan. Civil society kembali mengemuka ketika gerakan solidaritas di
polandia pimpinan Lech Walesa melancarkan perlawanan terhadap domminasi
pemerintahan Jenderal Jeruzelski. Dalam perlawanan tersebut, gerakan solidaritas
memakai konsep civil society sebagai dasar sekaligus arah perjuangan dengan
tekanan utama pada perlawanan terhadap otoritarianisme negara. Pola yang dipakai
solidaritas ini menjalar ke berbagai negara Eropa timur lain, seperti bekas
Chekoslovakia, seiring dengan runtuhnya rezim komunis di Uni Soviet. Keberhasilan
dari gerakan-gerakan tersebut kemudian menjadi pemicu ramainya perbincangan civil
society di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara dan Eropa Barat sendiri.'®

Secara historis, konsep civil society berakar kuat dalam pengalaman sosial
Eropa Barat. Inti dari konsep civil society adalah penolakan terhadap otoritarianisme.
Wujud civil society dapat ditemukan pada episode-episode tertentu dalam sejarah
Eropa. Misalnya, pada masa kerajaan Romawi pada saat kekuasaan dipegang oleh
beberapa tangan, yakni raja, bangsawan, dan penduduk kota. Ketiganya memiliki
kekuasaan relatif yang sanggup menangkal terjadinya hegemoni atau dominasi antara
satu kekuasaan terhadap yang lain. Masing-masing pihak memiliki kekuatan tawar-

menawar, sehingga mekanisme kontrol kekuasaan berjalan baik."

13 John A. Hall, “In Search of Civil Sosiety” dalam John A. Hall (ed.), Civil Society: Theori,
History, Comparison (Cambridge: Polity Press, 1995), him. 31.

1 NMuhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil society., him. 3.
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Civil society merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai
individu-individu dengan segala atribut intrinsiknya. Civil society memiliki
karaktertstik yang terdapat juga dalam konsep manusia sebagai individu. Jika
individu merupakan ruang pribadi, maka civil society merupakan ruang publik.
Karenanya, dalam konsep civil society juga harus terdapat kebebasan, kesederajatan,
dan nilai-nilai lain yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan dan keseimbangan.

Sejalan dengan penekanan civil society pada masalah pengimbangan
kekuasaan, maka persoalan proses komunikasi dan distribusi wewenang kemudian
menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai indikator, dapat ditunjukkan bahwa jika
keadaanya semakin berimbang, maka pelaksanaan konsep civil society akan semakin
dekat atau kongkrit. Hal ini dapat dilihat dalam perwujudan civil society, yakni
asosiasi atau organisasi yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan
persitipatif baik dalam dataran wacana maupun praktis mengenai segala hal yang
berkaitan dengan maasalah kemasyarakatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa
selain dipandang memiliki kapasitas sebagai kekuatan pengimbang (balancing force)
dari kecenderunan-kecenderungan dominatif dan intervensif negara, civil society juga
mampu melahirkan kekuatan kritis reflaktif (reflective force) di dalam masyarakat.’

Dalam kaitannya dengan Negara, paling tidak civil society dapat melakukan
salah satu dari tiga fungsi pokoknya. Pertama, civil society berdiri sebagai perisai
dari perilaku negara yang hegemonik. Kedua, jika negara tidak hgemonik, civil

society tampil sebagai mitra negara dalam memenuhi kepentingan publik. Kefiga, jika

20 Karakteristik masyarakat yang seperti ini dididentikkan Robert D. Putnam sebagai bentuk
dari civic traditions atan bisa juga disebut sebagai civic culture yang ditemukan dalam penelitiannya
terhadap masyarakat Italia. Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic T radition in Modern
Italy (Princeton: Princeton Universitr Press, 1993), him. 73.
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kehidupan publik telah diakomodasi, maka civil society dapat memainkan fungsinya
secara komplementer, yang muncul untuk melengkapi kepentingan masyarakat.

Adapun konsep masyarakat madani pada hakekatnya adalah sebuah spektrum
reformasi total terhadap masyarakat yang tidak kenal hukum (lawness) Masyarakat
madani, yang mengandung konotasi masyarakat berperadaban adalah masyarakat
yang mempunyai semangat keimanan kepada Tuhan dengan konsekuensi tindakan
kebaikan kepada sesama manusia. Karena itu, konsep masyarakat madani
mengandaikan sebuah tatanan sosial kemasyarakatan yang berdiri tegak di atas
prinsip keadilan di seluruh sektor kehidupan.

Masyarakat Madani dikenal pula dengan masyarakat yang menjamin
kebebasan dalam keyakinan religius, moral dan politik. Konsep masyarakat madani
juga menegaskan bahwa kontrol sosial tidaklah mungkin terselenggara dalam sebuah
tatanan sosial yang tertutup. Kegiatan “demi kebaikan”, dengan sendirinya
berdimensikan kemanusiaan, karena berlangsung dalam hubungan baik untuk
masyarakat. Apalagi jika kegiatan tersebut itu dilakukan melalui penggunaan
kekuasaan, maka tidak dapat dibiarkan berlangsung dengan mengabaikan pandangan,
penilaian dan pandapat masyarakat. Dengan demikian, ide pokok masyarakat madani
sesungguhnya dapat digambarkan sebagai sebuah tatanan sosial yang diperintah tidak
oleh kemauan pribadi, melainkan secara kolektif, dan tidak pula oleh prinsip-prinsip
ad hoc yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh

prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar bersama.”!

2l Byudi Munawar Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta:
Paramadina, 1995), him. 590.
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F. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang

menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama.”

2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitik, yakni berusaha

menggambarkan konsepsi civil society sebagai grand concep-nya.

3. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, yang berusaha

menganalisis realitas sosial yang mempengaruhi corak pemikiran seseorang.

4. Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya teknik
pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri data primer, yakni karya-

karya kedua tokoh maupun data skunder yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data
Data yang ada akan dikelola kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis deduktif, yakni dengan cara menjelaskan data-

data yang bersifat khusus untuk dipaparkan kemudian dalam bentuk general.”?

22 Guharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakrta:Rineka Cipta,
1993), him. 10; Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah: Dasar, Metode dan Teknik
(Bandung: Tarsito, 1995), him. 42.

% Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), him. 55.
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G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini gambaran penyusunan skripisi akan dijelaskan secara garis
besar dengan menempatkannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pembahasan
skripsi secara keseluruhan. Bab ini merumuskan tinjauan secara umum, yang
materinya meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan tinjauan epistemologi mengenai tema pokok yang dikaji.
Uraiannya meliputi formulasi teoretis konseptual dan akar historis civil society.

Selanjutnya bab tiga mengetenghkan paradigma pemikiran tokoh berkenaan
dengan wacana civil society. Pemaparannya dilatar belakangi oleh sketsa biografi
kedua tokoh kemudian dilanjutkan dengan pemaparan visi dan karakteristik
pemikiran mereka berkenaan dengan tema civil society.

Bab empat merupakan bab yang secara spesifik mengupas analisis terhadap
paradigma pemikiran kedua tokoh berkaitan dengan kerangka konsep dan teori yang
dirumuskan. Fokus pembahasannya diarahkan pada problematika empirik diseputar
wacana civil society meliputi serangkaian upaya transformasi wacana civil society
dengan melihat sejauh mana signifikansi dan implikasi dari pemikiran keduanya
dalam konteks sosial dan politik di negeri ini. Penelitian ini selanjutnya ditutup
dengan bab lima yang berisi kesimpulan sebagai temuan akhir dari penelitian dan
saran-saran yang dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi penelitian lebih lanjut

berkenaan dengan wacana ini.






BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh narasi yang telah dideskripsikan di muka, dapatlah
kemudian ditarik seutas benang merah bahwa civil society sesungguhnya merupakan
konsep sosial di negara-negara berkembang yang otoriter, represif, tiran dan anti-
demokrasi. Dan ketika sebuah negara sudah sampai pada tarap yang maju dan nilai-nilai
demokrasi sudah dipraktekkan dengan baik, maka orang yang mempromosikan civil
society tak ubahnya seperti crying in the witherness (berteriak di tengah rimba raya)
yang tiada guna karena tidak akan ada orang yang tertarik untuk
menanggapinya. Dari sini bisa dipahami jika wacana civil society di Indonesia pada
era 1990-an terlihat begitu marak.

Civil society, sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya, pada
dasarnya memiliki tiga ciri utama; Pertama adanya kemandirian yang cukup
tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat,
utamanya ketika berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas
(free public sphere) sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga
negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Ketiga, adanya kemampuan untuk membatasi kekuasaan negara supaya tidak memiliki
kecenderungan intervensionis. Jadi, pengertian civil society secara sederhana
sesungguhnya dapat dipahami sebagai sebuah kelompok atau tatanan masyarakat

yang otonom atau independen, dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan negara,

270
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memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan
mempunyai lembaga atau asosiasi atau organisasi sosial independen yang dapat
menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Dalam konteks pemikiran Abdurrahman Wahid, civil society diberi batasan
dengan cukup sederhana sebagai gerakan atau kelompok yang orientasi
pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan posisi masyarakat, dalam arti
memperjuangkan transformasi sosial agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung
pada negara. Pandangan Abdurrahman Wahid yang demikian tampaknya memiliki
kemiripan dengan pandangan Gramscian-Tocquevillan, yang lebih menekankan pada
kemandirian masyarakat dalam hubungan dengan negara dengan melakukan counter
culture terhadap ideologi, pemikiran maupun paham keagamaan yang kontra
produktif dengan demokratisasi dan civil society. Di sisi yang lain, pandangan
Abdurrahman Wahid tersebut juga memiliki kesamaan visi dengan gagasan
Habermas dan Hannah Arrendt tentang penciptaan the public sphere.

Pandangan Abdurrahman Wahid tersebut tentu berbeda dengan pandangan
Nurcholish Madjid dalam menggagas masyarakat madani yang meskipun bernuansa
Hegelian namun sebenarnya lebih berorientasi pada penciptaan kelas menengah
sebagai basis pemberdayaannya. Dalam beberapa hal, pandangan Nurcholish Madjid
ini ternyata tidak cukup arif terhadap masyarakat tradisional, etnik dan budaya lokal,
karena lebih bernuansa keislaman dan kemodernan. Disamping bias kelas, pandangan
tersebut juga lebih mementingkan agenda Islam daripada agenda nasional. Hal ini
karena pandangan Nurcholish Madjid tersebut diarahkan pada upaya menempatkan

masyarakat madani sebagai proyeksi sekaligus ekspektasi konfigurasi masyarakat
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Islami yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, hak asasi
manusia dan keadilan sosial. Berbeda sekali dengan asumsi yang dibangun
Abdurrahman Wahid ketika sampai pada konstruksi masyarakat Islami. Bagi
Abdurrahman Wahid, mendirikan masyarakat Islam sesungguhnya sama saja dengan
hanya melayani komunitas sendiri dan pada saat yang sama juga berarti berlaku
diskkriminatif terhadap kelompok lain, diluar komunitas sendiri. Abdurrahman
Wahid menilai bahwa pilihan pandangan seperti ini tentu sangat kontra produktif
dengan nilai-nilai masyarakat madani itu sendiri sekaligus bertentangan juga dengan
semangat transformatif Islam sebagai agama perbaikan dan pengayom seluruh alam.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapatlah dikatakan kemudian bahwa
pertarungan antara wacana masyarakat sipil dengan masyarakat madani sesungguhnya
masih berada dalam dataran pertarungan ideologis dan simbolik, yakni pertarungan
untuk memperebutkan simbol-simbol agama, dan belum sampai pada level
perdebatan intelektual yang memuaskan. Hal ini antara lain disebabkan karena pemikiran
spekulatif dan filsafat kurang berkembang di kalangan umat Islam. Begitu pula
kritik dan berfikir bebas juga kurang begitu dihargai. Kondisi ini diperparah lagi dengan
iklim keberagamaan yang masih tergolong "irrasional" serta struktur masyarakat yang
masih tersekat-sekat dalam identitas kelompok. Dalam situasi demikian, perdebatan
masyarakat tentang civil society kemudian menjadi hanya sekedar untuk memperebutkan
simbol-simbol agama. Kesimpulan seperti ini bisa jadi benar karena beberapa hal.
Pertama kecenderungan umat Islam yang selalu reaksioner, dalam arti gemar
memberi respon terhadap apa saja, termasuk yang datangnya dari Barat dengan

menggunakan kacamata agama dengan semboyan “al islamu ya’lu wa la yu’la
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‘alaih” sehingga watak ego-sentrisme—dalam hal ini Islam sentris—kemudian
menjadi tak terhindarkan. Konsekuensi logisnya adalah, wajah civil society di
Indonesia pun kemudian menjadi sangat jauh dari semangat liberal, sekuler, non-
profetik dan non transedental. Kedua, kelahiran civil society di Barat sesungguhnya
berada dalam struktur masyarakat yang kapitalis, sedangkan umat Islam Indonesia
tidak mempunyai referensi sosial-historis yang demikian. Atas dasar inilah, maka
umat Islam kemudian menjadi sering salah paham dalam memahami civil society.
Terlepas dari perdebatan di atas, yang penting untuk dipertanyakan di sini
adalah apa kaitan perbedaan tersebut dengan problematika pemaknaan civil society
dalam spektrum besar umat Islam Indonesia. Politik identitas, inilah jawabannya.
Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi kentalnya nuansa politik identitas
di kalangan Islam Indonesia. Perfama pengukuhan suatu identitas keislaman yang
lama, universal atau parokial, dalam bentuk-bentuk yang baru. Kedua, persoalan
menyangkut “cap Barat” yang menjadi trade mark civil society kemudian menggiring
pada pemilahan antara mana yang perlu dan mana yang tidak, serta ukuran-ukuran
keberhasilannya. Ketiga, pergulatan ideologi antara satu kelompok muslim dengan
kelompok muslim yang lain. Pergesegan ideologis ini menyuarakan bias yang cukup
lebar hingga pada wilayah wacana publik dan praktik politik (power struggle).
Keempat, realitas mutakhir yang mengkondisikan kecenderungan ~un’tuk melakukan
afirmasi normatif ataupun pengingkaran terhadapnya. Dengan demikian, perdebatan
menyangkut konsep civil society di kalangan Islam Indonesia sesungguhnya tidak
banyak menyentuh wilayah praksis sosial. Hal ini terjadi lebih karena perdebatan

yang ada justru menjauhi basis kognitif-epistemologis masyarakat Indonesia.
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B. Saran - saran

Dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini secara khusus mengkaji
wacana civil society dalam pemikiran sosial politik Islam Abdurrahman Wahid dan
Nurcholish Madjid sebagai salah satu model riset pemikiran ke-Islam-an di
Indonesia. Masih banyak sisi lain yang belum tersentuh dari pemikiran Abdurrahman
Wahid dan Nurcholish Madjid yang bisa jadi justru menjadi bahasan yang cukup
penting bagi perjuangan demokratisasi dan pemberdayaan civil society di Indonesia.
Selain itu, pembahasan mengenai civil society dalam pemikiran Islam ternyata masih
sangat terbatas. Kajian-kajian yang ada masih bersifat sangat teoritis dan serirgkali
tidak merujuk pada realitas empiris yang ada. Kajian-kajian yang lebih mendalam
mengenai tema ini sesungguhnya sangat diperlukan sekali dalam kerangka
memberikan landasan moral dan teologis bagi upaya-upaya pemberdayaan umat
Islam dan masyarakat bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, kajian tentang
civil society yang ada selama ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan
menekankan pada pengayaan perspektif dan data-data empiris yang berkaitan dengan
realitas masyarakat. Maka bagi para pemerhati, aktivis gerakan dan pemikir Islam,
tema ini sesungguhnya perlu dikembangkan dalam rangka memperkuat basis gerakan
dan pemikiran Islam dalam memberdayakan dan memperjuangkan posisi masyarakat

sipil di Indonesia.
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